
NOMOR:

Menimbang

Mengingat

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2019

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 8 TAHUN2019

TENTANG

PENINGKATANEFEKTIVITASMANAJEMENRISIKO
SEKTORPEMERINTAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka, dipandang perlu
menerapkan manajemen risiko dalam rangka
mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi
secara efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen
Risiko Sektor Pemerintah.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 2



2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

6. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Nomor 14 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Pemerintah Daerah Tahun 2016 Nomor 14);

7. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah Di lingkungan Pemerintahan Pemerintah
Daerah (Berita Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2012
Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016
ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN
EFEKTIVITAS
PEMERINTAH.

BUPATI TENTANG PENINGKATAN
MANAJEMEN RISIKO SEKTOR

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan 3
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6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Majalengka.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Risiko adalah kemungkinan teIjadinya suatu peristiwa yang berdampak
negatif terhadap pencapaian tujuan.

9. Manajemen Risiko ada1ah pendekatan sistematis yang meliputi budaya,
proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.

10. Proses Manajemen Risiko ada1ah penerapan kebijakan, prosedur, dan
praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan
konsultasi, penetapan konteks, identiflkasi Risiko, analisis Risiko, eva1uasi
Risiko,mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu.

11. Risiko Kunci ada1ah Risiko yang sangat penting untuk dikelola bagi
keberhasilan tujuan organisasi.

12.Time Horizon ada1ah masa berlakunya dokumen manajemen risiko dan
menunjukan jangka waktu yang digunakan mengestimasikan level risiko
serta menja1ankan penanganan atau mitigasi risiko.

BAB II
PRINSIPDANPENERAPANMANAJEMENRISIKO

Pasa12

Penerapan Manajemen Risikoharns memenuhi prinsip sebagai berikut:
a. berkontribusi da1am pencapaian tujuan dan peningkatan kineIja;
b. menjadi bagian dari proses organisasi secara keseluruhan;
c. membantu pengambilan keputusan;
d. memperhitungkan ketidakpastian;
e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
f. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia;
g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
h. memperhitungkan faktor manusia dan budaya organisasi;
i. transparan dan inklusif;
j. dinamis dan tanggap terhadap perubahan; dan
k. perbaikan terus menerus.

Pasa13

(1) Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harns menerapkan
Manajemen Risiko da1am setiap pelaksanaan kegiatan da1am rangka
pencapaian tujuan.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan mela1ui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko; dan
c. pembentukan struktur Manajemen Risiko.

Pasa14 4
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Pasal4

(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan kegiatan untuk
mencapai tujuan di seluruh jajaran Pemerintah Daerah.

(2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari
setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang menjadi bagian dari setiap proses
pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk

mempertimbangkan Risikodalam setiap pengambilan keputusan;
b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh organisasi

mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko

dengan baik; dan
d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal5

(1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2)huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan

Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan
intemal maupun pemangku kepentingan ekstemal;

b. penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan
tujuan, mendefinisikan parameter intemal dan ekstemal yang akan
dipertimbangkan dalam mengelola Risiko, serta menetapkan cakupan
dan kriteria Risikountuk proses selanjutnya;

c. identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi
kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa Risikoyang dapat
menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan
organisasi;

d. analisis Risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan
tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan teIjadinya
berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;

e. evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam
pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya
penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas
penanganannya;

f. mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi
berbagai opsi mitigasi Risiko yang mungkin diterapkan dan memilih
satu atau lebih opsi mitigasi Risiko yang terbaik, dilanjutkan
dengan penyusunan rencana mitigasi Risiko, dan pelaksanaan
rencana mitigasi tersebut; dan

g. pemantauan dan reviu, yang dilakukan terhadap seluruh aspek
dari Proses ManajemenRisiko.

(2)Proses 5



5

(2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana climaksud pada ayat (1)
diterapkan dalam suatu siklus berke1anjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan clisesuaikan dengan
proses bisnis organisasi.

Pasal6

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Majalengka.

(2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercliridari:
a. Komite Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang

melakukan pengendalian tingkat kebijakan Pemerintah Kabupaten
Majalengka;

b. Kepala Perangkat Daerah, yang me1akukan pengendalian tingkat
operasional; dan

c. Inspektorat Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai Unit
Kepatuhan Manajemen Risiko (Compliance Office for Risk
Management), yang melakukan pengawasan atas pengendalian
terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 7

(1) Bupati membentuk Komite
Daerah dengan Keputusan Bupati.

Manajemen Risiko Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Risiko(2) Komite Manajemen
tercliridari:
a. KomiteEksekutif;
b. KomitePelaksana; dan
c. Sekretariat KomiteManajemen Risiko.

(3) Komite Eksekutif sebagaimana climaksud pada ayat (2)huruf a, tercliri
dari Bupati selaku Ketua, Wakil Bupati selaku Wakil Ketua,
Sekretaris Daerah dan Ketua Komite Pelaksana selaku Anggota.

(4) Komite pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, tercliri dari satu orang Perangkat Daerah yang menangani Urusan
Perencanaan selaku Ketua, Perangkat Daerah yang menangani Urusan
Pengelolaan Keuangan selaku wakil Ketua dan masing-masing
Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.

(5)Dalam 6
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(5) Dalam hal diperlukan, Ketua Komite Pelaksana dapat membentuk sub-
sub Komite Pelaksana untuk membahasf menangani Risiko Kund
tertentu yang sifatnya lintas Perangkat Daerah.

(6) Sekretariat Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, berada di salah satu bagian Sekretariat Daerah yang
menangani administrasi.

Pasal8

Pembentukan KomiteManajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan paling lambat akhir bulan
Februari 2019.

Pasal9

(1) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus
melaksanakan Proses Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing
organisasi dengan efektif.

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
membentuk Sekretariat Manajemen Risiko untuk mengadministrasikan
hasil Proses Manajemen Risikodi lingkungan kerja masing-masing.

PasallO

Inspektorat Pemerintah Daerah sebagai Compliance Office for Risk
Management melakukan fungsi:
d. pelaksanaan compliance office untuk Manajemen Risiko di lingkungan

Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di

lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
mengacu pada:
a. Pedoman Umum Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
b. Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan danf atau
petunjuk teknis penerapan Manajemen danf atau petunjuk teknis
penerapan manajemen Risiko yang lebih rind dilakukan oleh Komite
Manajemen RisikoPemerintah Daerah.

BAB IV 7
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BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH LA
f KABUPAT~ MAJALENGKA; "

,

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pad a tanggal 11 Maret 2019

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

AHMADSODIKIN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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f. Mitigasi yang berhasil rnenurunkan kernungkinan dan/atau
dampak akan dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada
periode berikutnya dengan rnekanisrne SOP, Surat Edaran, Surat
Keputusan, dan/ atau bentuk ketentuan lainnya yang sesuai.

g. Pengendalian intern, khususnya aktivitas pengendalian yang ada,
harus diukur efektivitasnya untuk rnenentukan level Risiko pada
saat rnenjalankan tahap analisis Risiko.

4. Hubungan Manajernen Risiko dan Manajernen Kinerja
Pernerintah Daerah telah rnenetapkan rnanajernen kineIja dalam
Keputusan Bupati Majalengka tentang Pengelolaan KineIja di Lingkungan
Kabupaten Majalengka. Dalam ketentuan pengelolaan kineIja tersebut
digunakan dokurnen perencanaan strategis.
Dokurnen perencanaan Pernerintah Daerah rnerupakan alat rnanajernen
strategi yang rneneIjernahkan visi, misi, dan strategi yang tertuang dalam
Rencana Strategi Pernerintah Daerah.

Salah satu Proses Manajernen Risiko yang digunakan oleh Pernerintah
Daerah adalah penetapan konteks yang berisi antara lain penetapan
tujuan. Dalarn rangka penetapan konteks tersebut, organisasi
Pernerintah Daerah harus rnernasukkan tujuan sebagairnana yang
tercanturn dalam sasaran strategis pada dokurnen perencanaan sebagai
tujuan organisasi. Meskipun demikian, tujuan atau sasaran strategis
lain yang rnungkin tercanturn pada dokurnen selain dokurnen
perencanaan tetap harus dipertirnbangkan.

Demikian pula, dalam pengukuran kineIja organisasi disarankan agar
rnernpertirnbangkan Risiko yang diambil oleh organisasi dalam rangka
rnencapai sasaran-sasaran strategisnya.

E. PENUTUP

Pedornan Urnurn Manajernen Risiko ini dirnaksudkan sebagai acuan bagi
pengernbangan kebijakan, struktur Manajernen Risiko serta sistern dan
prosedur yang terkait dengan penerapan Manajernen Risiko di lingkungan
Pernerintah Daerah.

SEKRETARISDAERAH tt KABUPATEN~AJALENGKA ,.~st' ~
AHMADSODIKIN
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

•
GUNGUNM.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
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f. Mitigasi yang berhasil menurunkan kemungkinan dan Iatau
dampak akan dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada
periode berikutnya dengan mekanisme SOP, Surat Edaran, Surat
Keputusan, dan Iatau bentuk ketentuan lainnya yang sesuai.

g. Pengendalian intern, khususnya aktivitas pengendalian yang ada,
harus diukur efektivitasnya untuk menentukan level Risiko pada
saat menjalankan tahap analisis Risiko.

4. Hubungan Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja
Pemerlntah Daerah telah menetapkan manajemen kinerja dalam
Keputusan Bupati Majalengka tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kabupaten Majalengka. Dalam ketentuan pengelolaan kinerja tersebut
digunakan dokumen perencanaan strategis.
Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah merupakan alat manajemen
strategi yang menerjem~hkan vi$l, misi, c: .....0.1 strategi ya'lg tertuang dalam
Rencana Strategi Pemerintah Daerah.

Salah satu Proses Manajemen Risiko yang digunakan oleh Pemerlntah
Daerah adalah penetapan konteks yang berisi antara lain penetapan
tujuan. Dalam rangka penetapan konteks tersebut, organisasi
Pemerlntah Daerah harus memasukkan tujuan sebagaimana yang
tercantum dalam sasaran strategis pada dokumen perencanaan sebagai
tujuan organisasi. Meskipun demikian, tujuan atau sasaran strategis
lain yang mungkin tercantum pada dokumen selain dokumen
perencanaan tetap harus dipertimbangkan.

Demikian pula, dalam pengukuran kinerja organisasi disarankan agar
mempertimbangkan Risiko yang diambil oleh organisasi dalam rangka
mencapai sasaran -sasaran strategisnya.

E. PENUTUP

Pedoman Umum Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pengembangan kebijakan, struktur Manajemen Risiko serta sistem dan
prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Pemerlntah Daerah.

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

A ,

AHMADSODIKIN
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDAKABUPATENMAJALENGKA,

GUNGUNM.D., S.H.. M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
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9. Selera Risiko (contoh)

Disia kan oleh:

Tan al:

Di eriksa oleh:

Tan al:

Diteta kan oleh:

Tan al:

SEKRETARIS DAERAH1r KABUPATEN M:JALENG ;

~~ .

-¥f ~
AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

'.
GUN GUN M.D.! S.H.! M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003
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9. Selera Risiko (contoh)

Disia kan oleh:

Tan al:

Di eriksa oleh:

Tan al:

Diteta kan oleh:

Tan al:

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
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